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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pembuktian jarimah perkosaan dalam Putusan Nomor 

1/JN.Anak/2022/MS.Bpd belum sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian 

dalam hukum acara pidana. Ketidaksesuaiannya terletak pada pertimbangan 

hakim yang mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti 

yang diajukan oleh Penuntut Umum. Beberapa alat bukti yang semestinya 

dipertimbangkan dan memiliki kekuatan pembuktian, namun tidak 

dipertimbangkan adalah keterangan saksi anak korban, keterangan saksi a 

charge, keterangan saksi ahli bernama Dr. Muhammad Iqal Sp.OG dan Diah 

Pratiwi, S.Psi. 

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd tidak 

mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena hakim tidak objektif 

dalam menilai kebenaran alat bukti. Hakim tidak imbang menilai kebenaran 

bukti a charge dan bukti a de charge, dan terkesan berat sebelah di pihak 

terdakwa. Seharusnya hakim dalam mengambil pertimbangan harus logis dan 

adil. Putusan yang diambil terhadap perkara ini, bisa memenuhi asas keadilan 

bagi pelaku dan korban secara seimbang yang pada dasarnya kedua pihak 

adalah anak.  

B. Saran  

1. Bagi Hakim 

Hakim pemeriksa perkara, sebaiknya bisa bersikap objektif dalam menilai 

kebenaran fakta dan bukti yang diajukan persidangan. Hakim juga harus 

bisa menunjukan sikap yang imparsial dan memperhatikan kepentingan 

terbaik bagi anak, khususnya pada anak korban. Putusan yang tepat 

terhadap kasus ini semestinya putusan pemidanaan bagi anak pelaku dan 

pihak korban mendapat pemulihan dari pihak anak pelaku atau 

keluarganya. 
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2. Bagi Penuntut Umum 

Penuntut Umum dalam menghadapi putusan seperti dalam putusan Nomor 

1/JN.Anak/2022/MS.Bpd, semestinya penuntut umum mengajukan upaya 

hukum kasasi, yang bertujuan untuk memeriksa dan mengoreksi dalam 

menerapkan aturan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang 

memutuskan sebelumnya. Demi kepentingan terbaik untuk anak, 

khususnya anak korban. 
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